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Lampiran 1: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Indonesia VII tentang

Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah Mu’ashirah), Fatwa Dewan
Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/I1X/2017

Tentang Uang Elektronik Syariah

KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER

(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIl yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta
pada tanggal 4-11 Rabi’ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait
dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan

dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum

berupa keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman.

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik dari Al-Qur’an, Hadits, ijma’, giyas, dan dalil-
dalil lain yang mu’tabar;

. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan

maslahah-mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir
dalam keputusan.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima’

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima’

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima’ Ulama

Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno ljtima’ Ulama Komisi

Fatwa se-Indonesia VII;

. Penjelasan Ketua Tim Materi ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VII;
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6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih
Kontemporer (Masail Fighiyyah Mu’ashirah) yang dibacakan
dalam sidang Pleno [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
ViI;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
[jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Mu‘ashirah) yang meliputi;
[. Hukum Cryptocurrency
II. Hukum Pernikahan Online

I1I. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
IV.Transplantasi Rahim

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil [jtima' Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal :06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua, Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.



HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah
diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya.
Konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang
digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan
sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai
kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan
sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin
dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar
Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga
telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status cryptocurrency, apakah ia
termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar
tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap cryptocurrency sebagai mata uang
atau virtual money. Cryptocurrency dianggap sebagai mata uang karena beberapa
alasan, salah satunya karena cryptocurrency telah digunakan sebagai alat tukar
(medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value). Pendapat kedua
menganggap cryptocurrency sebagai komoditas. Alasan kenapa cryptocurrency
dianggap sebuah komoditas adalah karena cryptocurrency memiliki nilai virtual
intrinsik yang kemudian dianggap bahwa cryptocurrency bisa menjadi sebuah
public goods yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya.

Di Indonesia cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata
Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset
digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), cryptocurrency memiliki
banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang
resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset
crypto oleh negara.

Dalam perspektif syari’ah penggunaan cryptocurrency memiliki unsur gharar
(spekulasi) dan gimar (perjudian). Hal ini disebabkan votalitas harga yang naik
dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol.Oleh karena itu, forum
l[jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon
permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum cryptocurrency.
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B. Ketentuan Hukum

1.

Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena
mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan
dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan
Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan
karena mengandung gharar, dharar, gimar (perjudian) dan tidak memenuhi
syarat sil'ah (komoditi) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai,
diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai
sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan
qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

1.
2.

Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi.
Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait cryptocurrency untuk
melindungi masyarakat.

A. Dasar Penetapan

1:

Al-Quran

ey 153308 1gladi o o liiedh B oI oo (s i 1935 4l 15851 19341 Gl (T

i 55l 55 G 0l3isalald 5 Gy allad ¥ (SU15AT gt o801 ol o35 s Ul 53
Ogalal (i€ ool 55 15800a8 o5e554da )

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika
(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 278-280)

@53l ol J15al (e Ly 19IER AN ) s 13380 JLoldly i 154 15K ¥
Osalad iy

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui” (QS. Al- Baqarah: 188
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (QS. Al-Nisa: 29)

boiad ollai il Jaz e Sudy AR5 2lails Sl Sakdl W) 15T Guil @ g
& s ’4,3, . g’ =1

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan
keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al- Maidah: 90)

. Al-Hadits

540 g 55 B g 5 L2 e B o B U5

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan
melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

25 (5% 4l ] el dule ol o bl Jgles JIB Ui {5kl sunda i 0

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu
Majah)

acabllls s o 58 s ol e e 1 o ol U3

“Sesungguhnya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang
dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah”. (HR Bukhari dan Muslim)

L) pluy dule il o il Jode JB 15 i <l qay caaliall (4 B3LE (23

Jiay Vi el 2l113, 500 52315, a il e iy, L 15 2nslly Anally a ity

8135 (s 105 O 13) il Caif 1gaped Laliiall o.ih SRS 1306 g 135 603y E13e

v | L ]

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam

bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak,

gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam
dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)
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3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam lhya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang
diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh mufti atau pemerintah:

ol e Jaris Ly Laslanily Lamias Gall @Sox; 429 (e o5 48 Aalall o le]
4 Gy elladl 1iag wiall slud gazdy g S () 3] Jlad dll Tasead Jolall 4y (o a3
Losd I8! waa( Jalakl pmes Lo g 5000 oy Lo J) rsiie 59 (A1 4y il Lo
Sl e 4y Jlaziy alalall oy slalall aild a1 Jo¥1 g9all) £ 1931 98905040 @ay
o Lage i plalall S oo " il Jgny JUB 8,81 3 pgain demliog ple olls 52
plaball Sasl 0" JU il die yos ol 5909 09SaoY 5)LaS dbiie (S5 o) 4y Gutsas

Lasar (olill Ju8 LaslSa Judy" dia <l (59 il oy (650 485 Lags cayl
Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir ‘an Iqtiraf al Kabair juz
1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai

dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi
bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

:399 Lo Jo¥l ¢ 32l SLSII (BIAEI e g3l

A @ 09209 OsulldB il Clrusl o wad ol ally audl ¥y 5ylaall o yms ¥y
Fradl oglall e (89 059,25 15315 Lo maniay elxlially elalall elliSy 2Ll e pey
@Sl gal 1585 ¥ g0l il Lel " Mol 3o dlody 4] Jlas bl HLal sl o2 dl Jldl
VI Joxs Y cazes ¥ 5l o dll pud” @Sie 315 (pe Bylaes 055G oof Y1 Il @S
ol ¥y it 2l (S @ e amms Las] (gallls il (e (@A e cyie o)
Alls Jady yady ¥ gag panddl Jlo AST AT dumy puadasy Gie s o o> Ly
il il aly> cllis dlguy il Aesliay il e Al das Akl Al
Syf oo ad As¥lg AaLudl Eualo¥l cums S5l dlelig dlguy cudag dlil il iz ge
Lt s ¥ 0oy il gyt 0 0315 dun o9 455 9,09 09 dins Aadhang gy ol L,
Aagasdly Gl e il ol clls (e
Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam I'anat al Thalibin
juz 3 hal 33 :
orally pudaall ol 5o fad yydn o) 933 (e il ¢ sl el Gile|
2 iy olll 548 AAL @asd daw L Bue dud> A O (29 ) &S
Al dleny spuadil) 5rase A (5o Ada) plaS Sl s cain(Lles) ¥(a !
ciglara god Shold oann ¥ AL o) S s cad sl Y g (Sams a2 (0 4oy
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de phold (e 0929 o sl Y (g lasll ZLadl juad @l cue seds e
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I Lo Byag> Ly gl b )59 (o g JUB Brapme)) Zosis al LS Lgiuo (10 Leydl 6
Joeag Slazll z28 3 Jlag o lal oda § sl 4 cutis 509> (p aildl 4 JU6
fo Ol L1 Jasd dils aady @I 3] 509 Lals 13] Laud Lkl gl pute (i 23
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021)3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 116/DSN-MUVIX/2017
Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH
o A B 2y

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh
bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di
Indonesia:

b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai
ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi
syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik
Syariah untuk dijadikan pedoman:

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

Lé,ul d SBudt \,.s 5 o vs"‘ atl ..n

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya ..."”.

b. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
- 380 st g o ey
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."
c. Q.S. al-Isra’ (17): 34:
3 OI8 4ga _n ARy 5380 <.

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”

d. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:
5 5@ 0% oYy Judy Ly 2Kt e v ghT s @

8 Al
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116 Uang Elektronik Syariah 2

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:
Kl vl S RS Ll ) o 1Ko 5T 50,

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang paling  baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku
lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu

kepada seorang pun’

. Q.S. al-Furqan (25): 67:

i 5 o35 0065 il g 158 2 1,40y
“Dan orang-orang yvang apabila membelanjakan (harta), mereka
tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. ™

. Q.S. al-Qashash (28): 26:
G Gl el g e By gl oaftg dhiazy 26
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. ‘Hai avahku!
Ambillah ia sebagai orang yvang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.'”

. Q.S. al-Baqarah (2): 275:
(ol o i Aty ol 10k WSY) B 3 ) B8
PR R 7 P ] O S v K R AR
Lol 31yl 5 g ol ) 6485 G U 4B 4806 & g Baess
3 G ab )

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinva orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu  adalah  disebabkan — mereka  berkata  (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang vang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
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116 Uang Elektronik Syariah 3

i

Q.S. al-Baqarah (2): 282:
AU e T ) it 22050 3 55T Gl

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... "

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Muslim. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan

Ibn Majah, dengan teks Muslim dari *Ubadah bin Shamit:
ABL 28 bl iy 28y 4 ey Ladly Caly Ll
:Jl:ayi g;-u ..':_.AL:;-\ b}o h:\g' l:lg ngl}i-; ';1}-:- ‘s;E'i S\L Cl‘j"b id..).b-

o Vg S 2ty L igals
“(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan
kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam
ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan
(harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah
sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

Y5 ot o gans ihed Y5 b S Yy A3y kB azF Y
3 7z < 1. 2. A e Yo s, 8 s (IR T 0z
Uie 1aasd V3 o aki A ety Lsaco Vg o S V) 3ty B8l s

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(ukurannya) dan janganlah menambahkan  sebagian — atas
sebagian yang lain: janganlah menjual perak dengan perak
kecuali  sama (ukurannya) dan  janganlah  menambahkan
sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas
dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "
Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:
$1%1 2 R R P TR PR (R P B
ROVESER R R0 A R RN

“Tunaikanlah — amanah  (titipan)  kepada — yang  berhak
menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang
menghianatimu.”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari *Ubadah bin al-Shamit r.a..
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a. riwayat Malik dari
bapaknya Yahya al-Mazini r.a.. dan riwayat al-Hakim dan al-
Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

S Y5 570 Y
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak

boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

*

82



116 Uang Elektronik Syariah 4

e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya *Amr bin *Auf al-
Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin
Abdillah bin *Amr bin *Aufr.a.:

Syakatlis s 45T 5905 g e ) Gt G5 B el

s sl 90 e b Yy bt e
“Shulh  (penyelesaian sengketa melalui  musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal ataw menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat *‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah
r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:
aat el et st s
“Barang  siapa  mempekerjakan  pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”

g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Tbnu Umar r.a., riwayat al-
Thabrani dari Jabir ra. dan riwayat al-Baihaqi dari Abu
Hurairah r.a.:

A g O g it
" Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

h. Hadis Nabi riwayat Muslim. dari *Aisyah dan dari Tsabit dari
Anas:

S48 gL et st
“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian ™
3. Kaidah fikih:
LA e g 34 o Yy Lyl oud g gt

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya .

, s,
Jys 37
"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan .
.;KJ};\ ).LL ‘c,.\: 2Ll
“Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin ",
0% . ENE . a4
gy Al S

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuaty  vang  berlaku  berdasarkan  syara'  (selama  tidak
bertentangan dengan syariat).”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ﬁ"/
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Memperhatikan :

I

&g 15y gas ety (28 i G 3306 sl T i &l O
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama
adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu

batal, seperti mata uang dalam muamalat ... ”. (Al-Qarafi, Anwar al-
Buruq fi Anwa’ al-Furug. j. 2, h. 228)

S Jig5 A gl 356 3 0 Lo I oSO ST BAe Bl e
AR AHHE R

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum
vang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan
masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut
hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun
berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

asliadly byt e L puyl Stas
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada
kemashlahatan (masyarakat) .
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.
Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam
Tafsir al-Shan'any, Jili 3. hal 93:
i a3l 2 o fast O 2 ¢ 36 Sl 13 a2 S Al

BT PR AR A R

Umar bin Khattab berkata “Aku berkeinginan membuat uang

dirham dari kulit unta”, lalu dikatakan kepadanya “kalau begitu,
tidak akan ada lagi unta.. ", lalu Umar mengurungkan niatnya”™

. Pendapat Imam Malik, dalam kitab A/-Mudawanah al-Kubra, Jilid

3. Hal. 90:

I AV SR R SR G PN T T A

B 3305 \T.s.“db:

“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan
dijadikan sebagai alat tukar, pasti sava melarang uang kulit itu
ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”

. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab A/-Muhalla, Jilid 8, hal. 477:

e

Gl et 280 865 3l 0 )T Vg e BF sl ARG B 2B A
e S5 3 S Y adadlly LAl o
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116  Uang Elektronik Syariah 6

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan
sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang
menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu’ al-Fatawa, Jilid 19,
hal. 251:

3 «l..u o & ‘w Sl xf "L,.u, ,..sl).U\) w J}L’t\.ﬂ...a wl
G sy s3adddl 56 Qi o sl GO 3815 S
) dandd Al e ,;.n of alal J,.\u SA &35 gl (gt

\_,.,\.(L..a,_( ',.4.1.“.“ |L‘S‘L:AZL2 \lju}u\gupfu ..bw\!

“Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami
maupun secara Ssyar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan
(*adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan
orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan
dengan substansinya, tetapi twjuannyva adalah agar dinar dan
dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan.
Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi
hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh
karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman
(tharga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang);
barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu,
barang harus divukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang
bersifat alami atau syar’i. Sarana semata yang fisik maupun
bentuknya bukan merupakan tujuan  boleh  digunakan untuk
mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya.”

5. Uang — yang dalam literatur figh disebut dengan tsaman atau nuqud
(jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain,
sebagai berikut:

P

u\\_sl_;d.h.,.}llJ:Jqu;zL-L; ,I;Ja.'u JAED Laig 48 5k A

o Yl slas¥l 3 skl Ol o B Ay O3S
YA 102 1387 ¢ b (S 1 S

Nagd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran
dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi
seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’,
Buhuts fi al-lqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami. 1996.
h. 178)

335

st ey gt o .;u:,mj\ o3l ; o ‘,.LJi i u A
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“Nagd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh
masyarakat. baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak
maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan
pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, al-Mu 'amalat
al-Malivah al-Mu ‘ashirah fi Dhau' al-Figh wa al-Syari’ah, Beirut:
Dar al-Nafa'is. 1999, h. 23).

6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan
prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor:
043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.

7. Hasil Diskusi “Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian
Prinsip-Prinsip Syariah™ antara Tim Paytren dengan Tim Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). di Jakarta,
tanggal 22 Agustus 2017.

8. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
vang terdiri atas DSN-MUL OJK. DSAS-IAL dan Mahkamah
Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.

9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /
19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang
memenuhi unsur-unsur berikut:
a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih
dahulu kepada penerbit:
b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media yang teregistrasi;
¢. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia /ff'/
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13.

Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal vang yang
disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena
keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan

uang elektronik.

Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang

elektronik.

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang

bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar

anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer,
dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan
anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:

a. melakukan Kkerja sama dengan pedagang sehingga pedagang
mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang
diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan: dan

b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada
pedagang.

Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang

menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.

Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang

melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-

masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang
elektronik.

. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain

bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian
akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit
dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik
berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang

bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama
penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.

Akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang
elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang
elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja
sesuai kesepakatan.

Akad gardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik
kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib
mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan
saja sesuai dengan kesepakatan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia jy
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. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau
upah.

. Akad ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan

(reward/‘iwadh//ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan.

. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan

(ujrah).

. Biaya layanan fasilitas wang elektronik adalah biaya yang

dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan
pertama Kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak
atau hilang:

b. biaya pengisian ulang (top wup) melalui pihak lain yang
bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery
channel pihak lain:

c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan
Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain:
dan/atau

d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan
dalam jangka waktu tertentu,

. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-

barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang
diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan
pembayaran secara mutlak.

. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad. baik mengenai

kualitas atau  kuantitas obyek akad maupun mengenai
penyerahannya.

20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak
jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi. atau untung-

untungan

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah
obyek akad tersebut tidak cacat.

. Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil

sesuatu  yang bukan haknya. membenarkan yang batil dan
menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
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116  Uang Elektronik Syariah 10

Ketiga :  Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad
wadi ‘ah atau akad gardh.
a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka
berlaku ketentuan dan batasan akad wadi ‘ah sebagai berikut:

1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat
diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;

2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh
digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin
pemegang kartu:

3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan
digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad
titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (gardh), dan
tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung
jawab dalam akad gardh.

4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan
dana titipan dari pemegang kartu (dana floar).

5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syaraih dan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad gardh, maka
berlaku ketentuan dan batasan akad gardh sebagai berikut:

1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat
diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

2) Penerbit dapat menggunakan  (menginvestasikan) uang
hutang dari pemegang uang elektronik.

3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang
Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan:

4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan
dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak
dalam penyelenggaraan uang elektronik  (prinsipal, acquirer,
Pedagang [merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara
penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad
wakalah bi al-ujrah.

a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam
DSN-MUI  Nomor: 112/DSN-MUV/IX/2017 tentang Akad
ljarah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia )ﬂ‘l‘
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b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah. maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ju ‘alah sebagaimana terdapat dalam
DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad
Ju’alah.

c¢. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka
berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah
sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen
layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah. dan akad
wakalah bi al-ujrah.

a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam
DSN-MUI  Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
ljarah.

b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ju ‘alah sebagaimana terdapat dalam
DSN-MUI  Nomor: 62/DSN-MUI/X11/2007 tentang Akad
Ju'alah.

¢. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka
berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah
sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-
MUV/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

Keempat :  Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik. penerbit dapat mengenakan

biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk
mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik:
dan

2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada
pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang
Elektronik
Penyelenggaraan dan penggunaan uang clektronik wajib terhindar dari:
1. Transaksi yang ribawi. gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf:
dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia %/



116 Uang Elektronik Syariah 12

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Ketua,

-3

PROF. DR. K.H. MA’RUF AMIN DR. H. A}

Ketentuan Khusus

1. Jumlah nominal uvang elektronik yang ada pada penerbit harus
ditempatkan di bank syariah.

2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik
hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak bolch
hilang.

Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak. maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIO)
MAJELIS ULAMA INDO

ABBAS, MM, M.AG
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Lampiran 2: Penetapan Judul pembimbing

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

ol

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 559 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan

keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Perpres Rl Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;
Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman
Karya limiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Karya Tulis limiah Fakultas Syariah
MEMUTUSKAN

o

: Mengangkat Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama * Ahmad Fauzan

NIM 1 220102010144

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : Keabsahan Mahar Menggunakan Uang Digital Perspektif ljtima' Fatwa MUI

: Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banjarmasin Tahun 2025.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

diujikan.

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

: Banjarmasin
: 27 Agustus 2025
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Lampiran 3: Penetapan Waktu Ujian Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 476 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPS! MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang  : bahwa mepka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan
dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggj;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman
Karya limiah;

7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Karya Tulis limiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. dan Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. sebagai Penguji | dan Penguji
Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Ahmad Fauzan
NIM : 220102010144
Program Studi  : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Keabsahan Mahar Menggunakan Uang Digital (Studi Komparatif Perspektif
KHI Dan ljtima' Fatwa MUI)
Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
HarifTanggal : Selasa, 29 April 2025
Waktu : 08:00-08:45
Tempat : Ruang Munagasyah |
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
1 25 April 2025

Kd Map: 159




Lampiran 4: Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada harl ini Selasa, tanggal 29 April 2025 pukul 98.:99 . sd. 28.:45 bertempat di Ruang
Munagasyah | Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama *  Ahmad Fauzan

NIM : 220102010144

Prgram Studi :  Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul :  “Keabsahan Mahar Menggunakan Uang Digital (Studi Komparatif Perspektif

KHI Dan ljtima’ Fatwa MUI)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHL. (Penguijil)

2. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Penguji I)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:
Eumm

L~ |2. Diterima dengan perbaikan

“13. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

1< akcahan Mahor Mirnpgonaly Ua
Mhgiby Pt telht Tjhomg: Fatus Mo

[]a-Ditolak dan disarankan:

No. Nama Penguji Sebagal Tanda Tangan
1.Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. Penguiil e
—_—
2 |Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. Penguji ll '!"l/'

%‘I.JLI:/ ’} . Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yatg g Kode Map: 159
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Lampiran 5: Surat Permohonan Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UI.N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
VLN Telepon (0511) 3265783
A Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B-1645/Un.14/111.2/PP.00.9/05/2026 25 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal  : Permohonan Izin Riset
Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : AHMAD FAUZAN
NIM 1220102010144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JI. Syech Salman Alfarisi RT.05 RW.02 kec. Bakarangan

Kab. Tapin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 25 Mei - 25 Juni 2026 dengan judul:

Keabsahan Mahar Menggunakan Uang Digital Perspektif Ijtima Fatwa MUI

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Dokumen ini telah dAZﬁaniga/ i fggrgféﬁlgnﬁ[;ﬁé@gﬂéﬂﬁ/g&ﬁﬂal elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran 6: Surat Keterangan telah Melakukan Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
aog UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
U I.N Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id Il web:

http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-112/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzan

NIM 1220102010144

Fakultas : Syariah

Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada
Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dengan jangka waktu riset 1 bulan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2026
"m ala Perpustakaan,

%, D¢ Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
= NIP 198305062005011001
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Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

¢

°§ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

\""" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

U IN JI. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

versras mun wesem Telp. (0511) 3265783

ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id
SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1726/Un.14/111.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
Nama : Ahmad Fauzan
NIM 220102010144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal @ Rabu, 8 April 2026

Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Penguiji | : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Keislaman)
Penguiji Il : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji Il : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,7 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip NoO. : 92



Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an

98

%lll[llI[[ll[[lI[[ll[[l[lI[ll[l][llﬁ

s e s i |

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-1311/Un.14/111.2/PP.00.9/04/2026
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Ahmad Fauzan

NIM : 220102010144
Kelahiran Tapin, 30 Mei 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 30 April 2026
Dekan,

Wahidah

[ [ ) ) ) e e sl 5 [ (= e |

1

= i = ) (8 s e i 0 0 ) [ (53 ) [ i il sl e 6 [ e [ [ 6 I S == R P B |




Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer

! PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA

; | UIN ANTASARI BANJARMASIN
UIN  Aemat: oA Yeni Km. 45 Lt 1| Gedung Kullah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102010144/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

AHMAD FAUZAN

Tempat dal} 1 zfi;ggal Lahir :
TAPIN, 30/05/2004

Telah Luli ‘Fcli!i:ilaan Aplikasi Komputer

PROGRAM |  NmAT |  PREDIKAT
Microsoft Office | 80 * Amat Baik
Word g i
 Microsoft Offic » - Amat Baik
 Excel i

‘Microsoft Office
Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal simpni dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 29 Juli 2024

99
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Lampiran 10: Sertifikat TOEFL

ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic
Nomor: 47002/S-T/EEC/X11/2026

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

AHMAD FAUZAN

achieved the following score on the
Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)
at Elskill English Course

Listening Comprehension 37
Structure and Written Expression 67
Reading Comprehension 65
Total Score 563

Scan here for
validation

Sukabumi, December 21st, 2025

ELS|
LISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

Valid until: December 21st, 2027

*This certificate is not approved by ETS.
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Lampiran 11: SK Perolehan SKK

UIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Julan A. Yoni Km. 4,5 Banjnrmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

m—i‘-ﬁ.’ - c-mail: Mmsyn@uin-notnsari,ne,id website: www, fs,uin,anlusne,ne,id
NILAI EKSTRAKURIKULER
NAMA Ahmad Fauzan
NIM 220102010144
PROGRAM STUDI S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
SEMESTER VIII (delapan)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
JUMLAH NILAI
No. | ASPEK KEGIATAN KEGIATAN KUMULATIF KETERANGAN
Aspek Keasgamean dan 1. Sertifikat Tes Baca Tulis
)3 Moral Pancasila 1 2 Al-Qur'an Fakultas
Syariah (2)
Aspck Akademik, 1. Peserta Webinar Hukum
2 Penalaran dan 19 55 internasional Dema

Idealisme

Fakultas Syariah (3)

2. Peserla Studium generale
Fasya 2022 (1)

3. Peserta Studium genecrale
Fasya 2023 (1)

4. peserta Webinar “Strategi
Mendengar  Aktif  untuk
Menciptakan  Komunikasi
yang Nyaman" (3)

5. Peserta Webinar “Public
Speaking  Master  Your
Batch 160™ (3)

6. Peserta Webinar “Seni
Menyampaikan Pesan
Dengan Efektif di Hadapan
Audiens” (3)

7. Peserta Webinar “Public
Speaking Persuasif untuk
Membangun Citra Positif”
(©)]

8. Peserta Webinar “Formula
Public ~ Speaking  untuk
Tampil Karismatik  dan
Meyakinkan" (3)

9. Peserta Webinar “Stratcgi
Berbicara di Depan Publik
dengan Karisma" (3)

10. Peserta Webinar
“Professional Public
Speaking  for  Lasting
Impressions™ (3)

11. Peserta Webinar
“Membangun _ Karisma




A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

e, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

UIN

ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Julan A. Yoni Km. 4,5 Banjormasin 70235

Telepon (0511) 3265783

c-muil: fusyn@uin-nntasnd,oc,id website: wway, [ uin,antasnr,ne,id

. Peserla

. Jurisprudence,

melalui
Berbicara” (3)

Keterampilan

. Peserta Webinar “Strategi

Komunikasi Efektif untuk
penampilan yang Ekslusif"
3

. Peserla Webinar “Rahasia

Tampil Tenang dan Percaya
diri dalam Public Speaking”
3)

. Peserta Webinar "Public

Speaking Master  Your
Voice Batch 170" (3)
PBAK UIN
Antasari 2022 (2)

. Peserta PBAK  Fakultas

Syariah 2022 (1)

. Peserta PBAK prodi HKI

2022 (1)

Economic
and Legal Theory (IJIJEL)
“Analisis Hukum Islam

Tentang Kepercayaan
Masyarakat Banjar
Terhadap Memelihara

Benda Pusaka” (7)
Jurisprudence, Economic
and Legal Theory (IJIJEL)
“Bab Menyatakan Iddah
Bermasuk-masukan Telaah
Kitab An-nikah Oleh
Syelkh Muhammad Arsyad
Al-Banjari" (7)

3. Aspek kepemimpinan
dan loyalitas terhadap
almameter, negara,

bangsa dan apama

Peserta Family law
Festival HKI 2024 (1))

4. Aspel pemenuhan
balkat minat dan
kewirausahaan

. Juara 3 Badminton Family

Law Festival 2024 (1)

JUMLAH

22

59
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
U l‘N Julan A. Yani Km. 4,5 Bunjurmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
ANTASARI c-mail: fsvo@uin-nninsari c,id website: wvny, [sin.anlasar oc.id

Banjarmasin, 10 Mei 2026

Dosen Pembimbing,

Farihatni Mulvati, S.Ag..M.H.L.
NIP. 19701113199803 2004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan
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Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir

Agama
Kebangsaan
Status Perkawinan
Alamat Rumah

HP/E-mail

Pendidikan

a. SDN Bakarangan 1
b. MTsN 1 Rantau

c. MAN 1 Rantau
Orang Tua

Nama Ayah
Pekerjaan

Alamat

Nama Ibu
Pekerjaan

Alamat

Jumlah Saudara

10. Daftar Karya Ilmiah :

1. Analisis Hukum Islam Tentang Kepercayaan Masyarakat Banjar
Terhadap Memelihara Benda Pusaka (Publish IJJIJEL)

2. Bab Menyatakan Iddah Bermasuk-masukkan Telaah Kitab An-nikah
Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ( Publish IJIJEL)

: Ahmad Fauzan

: Tapin, 30 Mei 2004

: Islam

: Indonesia

: Belum Kawin

: JIn. Syech Salman Al Farisi,
Ds. Bakarangan, Kec. Bakarangan,
Kab, Tapin, Kalimantan Selatan

: 081347056077 /
Fauzanahmad0000@gmail.com

:2010 - 2017
:2017 - 2019
2019 - 2022

: Muhammad Ilmi
: Pensiunan PNS
: JIn. Syech Salman Al Farisi, Ds.

Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab, Tapin.

: Nur Hadijah
: Pensiunan PNS
: JIn. Syech Salman Al Farisi, Ds.

Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab, Tapin.

: 2 Orang

Banjarmasin, 4 Juni 2026

Penulis



